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“REFORMULASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ALIH
TEKNOLOGI DAN KELEMBAGAAN MENDUKUNG
SISTEM USAHA PERTANIAN DI KAWASAN TIMUR

INDONESIA”

Pada orasi ini, akan disampaikan state of the art tentang
kebijakan alih teknologi dan kelembagaan mendukung sistem




usaha pertanian di Kawasan Timur Indonesia (KTI), kebijakan
alih teknologi pertanian di KTI saat ini belum terintegrasi dan
tidak menerapkan pendekatan partisipatif, sementara kapasitas
kelembagaan pertanian masih lemah. Oleh karena itu, diperlukan
reformulasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas alih
teknologi dan memperkuat kelembagaan dalam keberlanjutan
sistem usaha pertanian (SUP) sangat penting. Reformulasi
kebijakan pengembangan alih teknologi dan kelembagaan
pertanian diharapkan dapat menjadi mesin pengungkit untuk
meningkatkan kinerja SUP, dan mendorong terbentuknya rantai
nilai pertanian yang kuat, dan meningkatkan nilai tambah produk
pertanian.

Orasi ini diharapkan dapat menjadi landasan penting untuk
memperbaiki dan mempercepat kinerja SUP di KTI. Untuk
jangka panjang, kinerja SUP di KTI tidak hanya berpotensi
memperkuat ekonomi regional, tetapi juga memberikan
kontribusi signifikan bagi pembangunan ekonomi nasional.
Optimalisasi peran KTI sebagai pusat pertanian yang beragam,
baik dari segi komoditas maupun potensi sumber daya alam,
memerlukan dukungan kebijakan yang berfokus pada alih
teknologi, inovasi kelembagaan, serta peningkatan akses pasar
secara berkelanjutan.




I. PENDAHULUAN

Kawasan Timur Indonesia (KTI), yang mencakup Sulawesi,
Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagaimana
diatur dalam Pasal 18 UUD 1945, Undang-Undang No. 23/2014,
dan PP No. 78/2007, memiliki potensi pertanian yang besar,
tercermin dari keanekaragaman sumber daya alam, termasuk
keragaman hayati. Untuk memanfaatkan kekayaan tersebut
telah dikembangkan sistem usaha pertanian (SUP), seperti
jagung, padi, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi
jalar oleh Kementerian Pertanian (Yusuf et al., 1995; Yusuf et
al., 1994), jeruk dan sayuran (Yusuf, 2012). KTI juga dikenal
sebagai penghasil kelapa, jambu mete, kemiri, cengkeh, dan pala
(Hendayana & Yusuf, 2007; Santoso & Yusuf, 2017). Di sektor
peternakan, KTI menghasilkan kuda, kerbau, sapi, kambing,
ayam, dan babi (Fuah et al., 1993; Usman et al., 2007; Usman
& Yusuf, 2007; Yusuf, 2017; Yusuf et al., 2015). Meskipun
memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi, pengembangan
SUP berkelanjutan di KTI masih menghadapi tantangan besar
(Yusuf, 2016; Yusuf & Ngongo, 2016; Yusuf & Nulik, 2008;
Yusuf et al., 1994).

Pengelolaan SUP di KTI umumnya masih tradisional,
beradaptasi dengan kondisi geografis yang beragam dan iklim
tropis yang beragam (Alfons & Yusuf, 2017; Yusuf, 2016). Pola
usahatani mencerminkan interaksi erat antara keluarga petani




dengan tanaman, ternak, dan sumber air, di mana sebagian besar
aktivitas mengandalkan curah hujan terbatas, yang menjadi
kendala utama dalam mewujudkan SUP yang efektif di wilayah
tersebut (Alfons & Yusuf, 2017; Yasin & Yusuf, 2007; Yusuf
et al., 1995; Yusuf et al., 1994). Ketergantungan yang tinggi
pada curah hujan ini menjadi salah satu kendala utama dalam
mewujudkan SUP yang efektif di wilayah tersebut (Bustaman &
Yusuf, 2007; Kairupan et al., 2018).

Belum optimalnya SUP di wilayah KTT juga terkait dengan
keterbatasan petani pada akses permodalan usaha (de Rosari &
Yusuf, 2016; Hendayana & Yusuf, 2007; Santoso & Yusuf, 2017;
Suryana et al., 2017). Kondisi ini diperparah oleh kelembagaan
petani yang lemah dan belum terorganisir dengan baik.
Kelembagaan yang lemah ini menyebabkan rendahnya kapasitas
petani untuk mengakses layanan penyuluhan, pendampingan
teknis, serta sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan
produktivitas (Yusuf, 2017; Yusuf et al., 1994; Yusuf et al.,
2015).

Selain itu, petani menghadapi keterbatasan infrastruktur,
seperti akses jalan, irigasi, dan fasilitas penyimpanan, yang
juga menghambat pengembangan SUP yang lebih modern
dan efisien. Keterbatasan infrastruktur ini bukan hanya
menghambat transportasi hasil pertanian ke pasar, melainkan
juga mempengaruhi akses petani terhadap input pertanian,
seperti pupuk dan benih berkualitas. Keterbatasan ini makin
memperburuk ketergantungan petani pada curah hujan, yang
menjadikan usaha pertanian di KTI sangat rentan terhadap
perubahan iklim dan cuaca ekstrem (Alfons & Yusuf, 2017;




Lintang et al., 2018; Matitaputty et al., 2017; Santoso & Yusuf,
2017).

Rendahnya tingkat adopsi teknologi pertanian modern
dan minimnya akses terhadap informasi yang relevan juga
menjadi tantangan signifikan. Banyak petani di KTI yang
masih mengandalkan metode tradisional karena kurangnya
pengetahuan tentang teknologi baru yang lebih efisien dan ramah
lingkungan (de Rosari & Yusuf, 2002; Murdolelono et al., 2006;
Yusuf et al., 2013; Yusuf et al., 2013).

Kebijakan alih teknologi pertanian di KTI saat ini belum
terintegrasi dan tidak menerapkan pendekatan partisipatif,
sementara kapasitas kelembagaan pertanian masih lemah. Oleh
karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan untuk meningkatkan
efektivitas alih teknologi dan memperkuat kelembagaan dalam
keberlanjutan SUP sangat penting (Yusuf, 2016, 2017; Yusuf et
al., 2011; Yusuf et al., 2004).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kebijakan
yang komprehensif dan terintegrasi yang melibatkan berbagai
pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, swasta, hingga
lembaga pendidikan dan penelitian. Peningkatan akses modal,
penguatan kelembagaan petani, perbaikan infrastruktur, serta
pengembangan program penyuluhan yang berkelanjutan
menjadi kunci untuk mewujudkan SUP yang lebih efektif dan
berkelanjutan di wilayah KTI. Solusinya adalah mereformulasi
pengembangan alih teknologi dan kelembagaan pertanian
(Bustaman & Yusuf, 2007; Hendayana & Yusuf, 2007; Yusuf,
2016).




Reformulasi kebijakan pengembangan alih teknologi
dan kelembagaan pertanian diharapkan dapat menjadi mesin
pengungkit untuk meningkatkan kinerja SUP, dan mendorong
terbentuknya rantai nilai pertanian yang kuat, dan meningkatkan
nilai tambah produk pertanian (Bustaman & Yusuf, 2007).
Penguatan kelembagaan pertanian menjadi langkah penting,
tidak hanya untuk meningkatkan kinerja SUP di KTI, tetapi juga
untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif
(Ngongo & Yusuf, 2016; Yusuf, 2017; Yusuf & Ngongo, 2016;
Yusuf & Nulik, 2008; Yusuf et al., 2005).

Orasi ilmiah ini membahas secara mendalam reformulasi
kebijakan pengembangan alih teknologi dan kelembagaan guna
mendukung SUP di KTI, yang akan disampaikan dalam tujuh
bab. Bab I menguraikan pendahuluan, memberikan konteks dan
tujuan orasi. Bab Il membahas dinamika SUP, alih teknologi, dan
kelembagaan, memberikan gambaran komprehensif mengenai
kondisi saat ini.

Bab Il mengemukakan kinerja kebijakan pengembangan alih
teknologi dan kelembagaan pertanian, sebagai dasar konseptual
untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif. Bab IV
mendalami reformulasi kebijakan pengembangan alih teknologi
dan kelembagaan pertanian, dengan fokus pada penyempurnaan
kebijakan yang ada.

Bab V mengarahkan perhatian pada arah, sasaran, dan
strategi reformulasi pengembangan alih teknologi dan
kelembagaan pertanian, yang diharapkan dapat meningkatkan
implementasi di lapangan. Bab VI menyajikan kesimpulan




yang merangkum temuan, rekomendasi, implikasi kebijakan,
dan saran untuk pengembangan lanjutan. Akhirnya, Bab VII
menyajikan penutup, yang merangkum temuan dan memberikan
rekomendasi strategis untuk ke depan.
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I1. DINAMIKA SISTEM USAHA PERTANIAN, ALTH
TEKNOLOGI DAN KELEMBAGAAN DI KAWASAN
TIMUR INDONESIA

Secara harfiah, SUP diartikan sebagai serangkaian kegiatan,
proses, dan struktur yang terlibat dalam produksi, pengolahan,
distribusi, dan pemasaran produk pertanian di wilayah (Adnyana,
2016; Bachrein, 2006; Sudaryanto et al., 2017; Sudaryanto et
al., 2022; Yusuf, et al., 2013). Jika kegiatan tersebut memiliki
usaha ekonomi dan dikelola secara terpadu, baik vertikal
maupun horizontal atau spasial, SUP diidentikkan sama dengan
agribisnis (Simatupang, 2004; Yusuf et al., 2023).

A. Dinamika Sistem Usaha Pertanian

Sektor pertanian di KTI memainkan peran yang sangat strategis
dalam kontribusinya terhadap stabilitas sosial dan ketahanan
pangan nasional (de Rosari & Yusuf, 2016; Hendayana & Yusuf,
2007; Kairupan et al., 2018; Lintang et al., 2018; Suneth &
Yusuf, 2017; Yusuf & de Rosari, 2016). SUP di kawasan ini terus
mengalami transformasi, baik dari sisi alih teknologi maupun
kelembagaannya seiring dengan kinerja pembangunan pertanian
yang dinamis.

Dinamika SUP di KTI sangat terkait erat dengan program
pembangunan pertanian nasional sehingga perkembangannya
sejalan dengan sejarah pembangunan pertanian di Indonesia.
Pada tahun 1970-an, dinamika SUP dipengaruhi oleh revolusi




hijau (Hamdan et al., 2022; Suryana et al., 2017). Memasuki
dekade 1980-an, SUP makin berkembang melalui program
Bimbingan Massal (Bimas) yang mengintroduksi varietas
unggul padi, penggunaan pupuk kimia, pembangunan jaringan
irigasi dan jalan desa, serta pemberian subsidi pupuk dan benih,
dan penyediaan kredit usahatani melalui BRI. Pada periode ini
pengertian SUP berkembang, tidak sebatas berbasis padi, tetapi
juga mencakup tanaman pangan lainnya, tanaman tahunan,
ternak dan ikan sebagai sub-sistemnya (Aprianto & Qur’an,
2021; Yusuf & de Rosari, 2005; Yusuf & Nulik, 2008).

Memasuki dekade 1990-1995, penerapan SUP berorientasi
agribisnis dengan mengembangkan paket lengkap, meliputi: (1)
varietas unggul baru padi, jagung, kedelai, cabai, dan kacang
panjang; (2) tanam benih langsung dengan menggunakan alat
tanam benih langsung; (3) teknologi panen dan pascapanen; dan
(4) pengendalian hama terpadu (PHT). Pada saat bersamaan,
dikembangkan SUP lahan kering berbasis mete, dan sistem
pertanaman lorong (alley cropping) di Kabupaten Flores Timur,
Sikka, dan Kabupaten Sumba Timur, NTT (Bachrein, 2006; Las,
2024; Sudaryanto et al., 2017, 2022; Yusuf, et al., 2013; Yusuf
et al., 1995).

Periode 2000-2010, pengembangan SUP diperkaya
dengan mengintroduksi praktek pertanian berkelanjutan untuk
mengurangi dampak perubahan lingkungan dan menjaga
keberlanjutan produksi. Usaha pertanian tidak hanya dilihat
sebagai sumber pangan, tetapi juga sebagai sumber bahan
baku industri dan energi. Implikasinya, terjadi diversifikasi




yang mengakomodasi komoditas hortikultura, perkebunan, dan
peternakan (Yusuf, 2015c,2015a,2015b; Yusufetal., 1990; Yusuf
etal., 2006; Yusufet al., 1999; Yusufet al., 1994; Yusuf & Nulik,
2008). Pengembangan SUP mencakup pengembangan industri
di hulu dan hilir yang melibatkan berbagai jasa pendukung
(Bachrein, 2006; Las, 2024; Sudaryanto et al., 2017; Suryana &
Kariyasa, 2016; Tandi et al., 2020; Yusuf, 2014, 2018; Yusuf &
de Rosari, 2005; Yusuf et al., 2015).

Mulai periode 2010-2020, terjadi intervensi teknologi
digital dan penerapan prinsip pertanian berkelanjutan. Inovasi
teknologi digital ditandai penggunaan drone untuk pemetaan
lahan, aplikasi mobile untuk manajemen pertanian, dan internet
of things (10T) untuk monitoring kondisi tanaman. Sedangkan
praktik  pertanian  berkelanjutan, ditandai peningkatan
penggunaan pertanian organik, agroforestry, dan penggunaan
energi terbarukan (Kairupan et al., 2020; Suryana et al., 2017;
Yusuf, 2017; Yusuf & Fernandez, 2013; Yusuf et al., 1995).

Dinamika SUP di KTI bukan sekadar upaya pemenuhan
kebutuhan pangan pokok semata, akan tetapi juga turut
berperan  dalam pengentasan kemiskinan, mengantarkan
wilayah ini sebagai lokomotif kemajuan ekonomi regional, dan
berkontribusi signifikan terhadap stabilitas sosial dan ketahanan
nasional (Bachrein, 2006; Hendayana & Yusuf, 2007; Las,
2024; Sudaryanto et al., 2017, 2022; Yusuf et al., 2015; Yusuf
& Fernandez, 2013; Yusuf & Hermanto, 2013; Yusuf & Pohan,
2013).




B. Dinamika Alih Teknologi

Produksi pertanian khususnya pangan sangat menentukan
tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Keberadaan dan
ketersediaan pangan tersebut beririsan dengan ketahanan dan
politik nasional (Hendayana, 2018; Las, 2024; Sudaryanto et al.,
2022). Alih teknologi (hilirisasi) berlangsung dinamis dari masa
ke masa.

Pada masa prakemerdekaan, khususnya tahun 1940-1942
yang dikenal sebagai zaman rodi (kerja paksa), kegiatan
usaha pertanian dilakukan secara tradisional. Kemudian, pada
akhir pemerintahan Orde Lama tahun 1969, muncul revolusi
hijau yang memperkenalkan teknologi baru, seperti varietas
unggul, penggunaan pupuk anorganik (kimia) secara masif, dan
penggunaan pestisida.

Transformasi teknologi pertanian terus berlanjut. Pada masa
Orde Baru (1997-1998), meskipun terjadi krisis multidimensi,
pengembangan usaha pertanian menerapkan pendekatan revolusi
hijau berkelanjutan. Pendekatan ini diformulasikan dalam paket
teknologi seperti PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu), SIPT
(Sistem Introduksi Pertanian Terpadu), PHT (Pengelolaan
Hama Terpadu), dan PTB (Pengelolaan Tanah dan Budi daya).
Keberhasilan transformasi teknologi pada periode ini ditandai
dengan pencapaian swasembada beras pada tahun 1984.

Regulasi alih teknologi pertanian diatur dalam Permentan
No. 03/2005 tentang Tata Kelola Penelitian, Pengkajian,
Pengembangan, dan Penerapan Teknologi Pertanian. Dalam




peraturan tersebut, alih teknologi secara implisit tercakup dalam
tahapan kegiatan pengembangan teknologi yang dilakukan
setelah tahap pengkajian teknologi (Las, 2024; Sudaryanto et al.,
2022; Syahyuti et al., 2014). Dalam prakteknya, alih teknologi
melibatkan Komisi Teknologi Pertanian, yang bertugas
melakukan identifikasi, validasi, dan memberikan rekomendasi
teknologi.

Di KTI, alih teknologi dilakukan melalui berbagai progran
dan proyek yang diinisiasi oleh Badan Litbang Pertanian. Sebagai
contoh, di Sumba Timur NTT dilaksanakan Proyek Penelitian
Usahatani Lahan Kering (UFDP) tahun1993-2000 (Badan
Litbang Pertanian, 2014), kemudian, pada tahun 1996-2003,
dilaksanakan Proyek Pengembangan Kawasan Pertanian Nusa
Tenggara (NADP). Teknologi yang diintroduksi dalam proyek-
proyek ini meliputi: varietas unggul baru (VUB), sistem tanam
benih langsung, pemupukan spesifik lokasi, alat tanam benih
langsung (atabela), dan penerapan pola tanam setahun (Gunarto
& Yusuf, 2002; Syahyuti et al., 2014; Yusuf & Gunarto, 2002,
2003).

Pada tahun 2003, di Ende, NTT, diperkenalkan Program
Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Inovasi (P4MI), yang
membawa teknologi inovatif untuk mendukung agribisnis
(Syahyuti et al.,, 2014). Kemudian, mulai tahun 2005,
dilaksanakan Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan
Inovasi Teknologi Pertanian (Primatani) yang bertujuan
mendistribusikan inovasi teknologi pertanian kepada petani
(Bustaman & Yusuf, 2007).




Pada tahun 2003, di Ende, NTT, diluncurkan Program
Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Inovasi (P4MI),
yang memperkenalkan teknologi inovatif untuk mendukung
pengembangan agribisnis (Syahyuti et al., 2014). Program
ini dirancang untuk meningkatkan pendapatan petani melalui
penerapan teknologi baru yang lebih efisien dalam pengelolaan
lahan dan komoditas pertanian.

Dua tahun kemudian, pada 2005, pemerintah meluncurkan
Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi
TeknologiPertanian(Primatani), yangbertujuanmendistribusikan
inovasi teknologi pertanian yang diperkenalkan secara langsung
kepada petani oleh peneliti bekerja sama dengan penyuluh
(Bustaman & Yusuf, 2007). Melalui program ini, teknologi
modern seperti alat-alat pemrosesan hasil tani, sistem irigasi yang
efisien, dan metode budi daya baru diperkenalkan kepada petani,
sehingga dapat meningkatkan hasil panen dan menurunkan
biaya produksi.

Pada tahun 2007, Program FEATI (Farmers’ Empowerment
through Agricultural Technology and Information) mulai
dilaksanakan dengan pendekatan FMA (Farmers Managed
Extension Activities). FEATI mendukung keterlibatan langsung
petani dalam kegiatan penyuluhan dan pengelolaan agribisnis,
serta berfokus pada penguatan kapasitas petani untuk
mempraktikkan teknologi baru secara mandiri. Di NTT, program
ini mendukung PTKIJS (Pengelolaan Terpadu Kebun Jeruk
Sehat) di Timor Tengah Selatan, yang bertujuan memperbaiki
manajemen kebun jeruk melalui praktik agronomi yang lebih




sehat dan berkelanjutan. Sementara itu, di Maluku, program ini
mendorong pengembangan komoditas pala dan cengkeh sebagai
produk unggulan daerah, yang memiliki nilai ekspor tinggi.

Di Sulawesi Utara, FEATI memperkuat sektor hortikultura,
yang mencakup tanaman sayuran dan buah-buahan berkualitas
tinggi untuk memenuhi permintaan pasar lokal dan nasional.
Sementara di Papua, program ini menginisiasi sistem integrasi
antara ternak sapi dan tanaman pangan, yang menjadi salah satu
upaya untuk memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian
petani. Sistemintegrasiinimembantumeningkatkanproduktivitas
lahan, karena kotoran sapi dapat dimanfaatkan sebagai pupuk
alami bagi tanaman, dan sebaliknya, hasil sampingan tanaman
bisa menjadi pakan ternak. Program-program ini tidak hanya
membantu meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga
mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan petani di KTI
melalui penerapan teknologi yang ramah lingkungan dan sesuai
dengan kebutuhan lokal (Kario et al., 2003; Syahyuti et al.,
2014; Yusuf, 2018; Yusuf et al., 2011; Yusuf et al., 2010; Yusuf
et al., 2023).

Periode 2000-2010, menjadi awal transformasi teknologi
yang ditandai adanya pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) pada Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan
Swadaya (P4S) dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) . Namun,
alih teknologinya masih terbatas pada transfer pengetahuan dasar
dan teknologi sederhana. Pada periode ini, oleh Badan Litbang
Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan diperkenalkan Model
Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL), yang berfokus




pada optimalisasi pemanfaatan pekarangan untuk mendukung
kemandirian rumah tangga (Bustaman & Yusuf, 2007; Yusuf,
2016).

Transformasi teknologi terus berlanjut pada periode
2010-2020, yang membawa perubahan lebih besar dengan
masuknya teknologi digital dan konsep pertanian cerdas (smart
agriculture). Internet of things (10T), big data, dan kecerdasan
buatan (artificial intelligent-Al) mulai digunakan dalam usaha
pertanian (Kairupan et al., 2020; Manoppo & Yusuf, 2019). Pada
saat yang sama, diperkenalkan juga program Gerakan Tiga Kali
Lipat Produksi Padi (G3KP) dan Pertanian 4.0 untuk memacu
adopsi teknologi di kalangan petani.

Dinamika alih teknologi ini mengalami disrupsi dengan
terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78/2021 tentang
BRIN, yang mengkonsolidasikan seluruh kegiatan sistem litbang
oleh BRIN. Alur penciptaan sampai pada penerapan teknologi di
tingkat petani yang sebelumnya dilaksanakan oleh Kementerian
Pertanian terputus karena penciptaan teknologi sepenuhnya
dilaksanakan oleg BRIN, sementara pemberdayaan petani
untuk meningkatkan produktivitas usaha dengan memanfaatkan
teknologi tepat guna tetap menjadi kewenangan Kementerian
Pertanian.

Penyesuaian terhadap perubahan ekosistem riset nasional
oleh Kementerian Pertanian diwujudkan melalui transformasi
kelembagaan Litbang Pertanian menjadi Badan Standardisasi
Instrumen Pertanian (BSIP) berdasarkan Perpres No. 117/2022.
Langkah ini menandai upaya strategis untuk memperkuat dan




menyelaraskan standar teknologi pertanian nasional, serta
memastikan alih teknologi berjalan lebih efektif dan terpadu
dengan standar yang lebih tinggi. Dengan BSIP, Kementerian
Pertanian diharapkan dapat mengintegrasikan inovasi pertanian
modern yang berkelanjutan, meningkatkan produktivitas,
serta melindungi lingkungan (Hendayana, 2018; Las, 2024;
Sudaryanto et al., 2022).

Alih teknologi pertanian di Indonesia telah mengalami
perkembangan signifikan dari metode tradisional ke revolusi
hijau, yang difokuskan pada peningkatan hasil melalui
pemupukan dan pestisida, hingga era digital saat ini dengan
adopsi teknologi internet of things (I0T) dan kecerdasan buatan
(AI). Inovasi ini mendukung pemantauan lahan, otomatisasi
proses pertanian, dan analisis data untuk optimalisasi hasil,
sehingga memperkuat daya saing produk pertanian nasional.
Berbagai program seperti Bimas, FEATI, dan Primatani telah
berperan besar dalam memberdayakan petani serta mendorong
penerapan teknologi baru di berbagai wilayah, sehingga petani
makin adaptif terhadap perubahan teknologi dan tuntutan pasar.

Dengan adanya Perpres No. 78/2021, fungsi Litbang
Pertanian dialihkan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional
(BRIN), sementara Kementerian Pertanian kini lebih berfokus
pada penguatan dan pemberdayaan petani untuk penerapan
teknologi. Langkah ini memisahkan peran penciptaan dan
penerapan teknologi, yang menuntut penyesuaian kelembagaan
agar proses alih teknologi berjalan lebih lancar, terstandar,
dan selaras dengan kebutuhan petani. Pendekatan baru ini




diharapkan dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dalam
sektor pertanian terutama dalam hal peningkatan hasil panen,
ketahanan pangan, dan keberlanjutan lingkungan sehingga visi
pertanian berkelanjutan di Indonesia dapat terwujud.

C. Dinamika Kelembagaan Pertanian

Kelembagaan pertanian yang berkontribusidalam pengembangan
SUP bisa dipilah menjadi dua karakteristik yaitu kelembagaan
formal dan kelembagaan informal, yang didalamnya termasuk
kelembagaan lokal. Secara formal, kelembagaan yang
mendukung SUP terdiri dari Badan Litbang Pertanian, yang
pelaksanaannya di lapangan dilakukan oleh (Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian-BPTP), Kelembagaan Penyuluhan (Balai
Penyuluhan Pertanian — BPP), Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) bidang pertanian, Koperasi Unit Desa (KUD), dan
kelembagaan informal (Kelompok tani, Gabungan Kelompok
Tani (Gapoktan).

Keberhasilan pengembangan SUP sangat bergantung
pada sinergi antara kelembagaan formal, seperti Badan
Litbang Pertanian, BPTP, BPP, SKPD, serta kelembagaan
informal seperti Kelompok Tani, Gapoktan, dan KUD, yang
memperkuat posisi petani melalui inovasi, diseminasi teknologi,
dan peningkatan kapasitas. Di KTI, kelembagaan lokal
memainkan peran penting sebagai mediator adopsi teknologi,
mengintegrasikan pengetahuan lokal dengan teknologi modern
untuk memperkuat produktivitas dan keberlanjutan sektor
pertanian. Meski kolaborasi ini esensial, belum ada rumusan jelas




untuk pengelolaan lintas institusi pasca Undang-Undang No.
11/2019. BRIN hanya menangani penelitian, tanpa mekanisme
untuk pengembangan atau hilirisasi teknologi, sementara peran
BSIP yang baru dibentuk oleh Kementerian Pertanian sebagai
perantara penyampaian teknologi spesifik lokasi kepada petani
belum sepenuhnya terdefinisikan.

Badan Litbang Pertanian berperan menghasilkan inovasi
teknologi yang dilakukan oleh berbagai pusat dan balai
penelitian, dan melaksanakan penyebaran (hilirisasi) teknologi.
Penyebaran teknologi dilakukan oleh BPTP yang tersebar di
seluruh provinsi di Indonesia melalui berbagai pendekatan,
antara lain demonstrasi lapangan, uji coba, dan pelatihan kepada
petani serta melakukan bimbingan teknologi bekerja sama
dengan lembaga penyuluhan di daerah yakni BPP (Basuno &
Yusuf, 2007; Ratnada & Yusuf, 2003; Togatorop et al., 2007).
BPP berperan menyebarluaskan informasi teknologi pertanian
terbaru kepada petani melalui penyuluhan, pelatihan, kunjungan
lapangan dan memberikan bimbingan teknis secara langsung
kepada petani, bekerja sama dengan BPTP.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berperan dalam
mendukung kebijakan dan program yang mendukung
pengembangan pertanian di daerah. Peran SKPD adalah
mengimplementasikan kebijakan pertanian yang mendukung
adopsi teknologi dan peningkatan produktivitas pertanian,
memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pertanian di
daerah untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutannya.




Dari sisi kelembagaan informal, perannya dalam mendukung
SUP adalah sebagai wadah bagi petani untuk berorganisasi,
berbagi informasi, dan bekerja sama dalam mengembangkan
usahatani. Kelompok Tani berperan meningkatkan kapasitas
petani melalui kegiatan bersama, seperti pelatihan, diskusi, dan
demonstrasi lapangan.

Gapoktan,  berperan  mengkoordinasikan  beberapa
kelompok tani untuk mencapai skala ekonomi yang lebih besar,
memfasilitasi akses ke pasar, dan mendapatkan dukungan
finansial. KUD, berperan menyediakan layanan keuangan,
pemasaran, dan pengadaan input pertanian bagi anggotanya.
KUD juga berperan dalam memperkuat posisi tawar petani
di pasar (de Rosari & Yusuf, 2016; Musyafak & Yusuf, 2015;
Yusuf, 2016).

Keberhasilan pengembangan SUP di KTI tergantung
pada kolaborasi yang efektif antara berbagai kelembagaan
tersebut. Sinergi antara Balitbangtan, BPTP, BPP, SKPD, dan
kelembagaan informal memastikan bahwa teknologi pertanian
yang dikembangkan dapat diadaptasi, diterapkan, dan diadopsi
dengan baik oleh petani. Kolaborasi ini meliputi pertukaran
informasi, penguatan kapasitas bersama, pengembangan jaringan
dan kemitraan dengan berbagai pihak termasuk sektor swasta,
untuk mendukung pemasaran, pembiayaan, dan penyediaan
input pertanian (Yusuf, 2016; Yusuf et al., 2009; Yusuf et al.,
2010; Yusuf et al., 2011b, 2011a).

Selain kelembagaan yang telah dijelaskan, pengembangan
SUP di KTI didukung keberadaan kelembagaan lokal




(informal), yang terdapat di beberapa provinsi lingkup KTI.
Peran kelembagaan informal dalam konteks alih teknologi
dapat menjadi saluran untuk mengintegrasikan pengetahuan
lokal dengan teknologi modern, dan memastikan teknologi
yang diadopsi sesuai dengan kondisi lokal. Dalam hal ini
kelembagaan informal menjadi mediator adopsi teknologi baru
secara partisipatif (Yusuf & Fernandez, 2013)

Beberapa kelembagaan lokal yang potensial mendukung
pengembangan usaha pertanian di KTI, antara lain:

1) Otini-tabenak adalah lembaga adat yang sangat dihormati
oleh masyarakat Suku Dani yang bermukim di Lembah
Baliem, Pegunungan Jayawijaya, Papua. Lembaga ini
berfungsi sebagai sistem pengaturan sosial yang mengatur
berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kegiatan
bertani dan pengelolaan sumber daya alam. Salah satu peran
penting Ofini-tabenak adalah dalam mengatur kegiatan
bertani ubi jalar, yang merupakan makanan pokok bagi
masyarakat Dani dan memiliki nilai simbolis serta sosial
yang tinggi dalam kehidupan mereka (Suradisastra, 2006).

2) Sambanim dan Pakasanim pada Suku Marin Anim di
Merauke, berfungsi sebagai dewan suku yang mengatur hak
penggunaan lahan dan menetapkan waktu berburu, dengan
memberi otorisasi kepada pakasanim (kelompok-kelompok
masyarakat atau keret) untuk memanfaatkan lahan secara
produktif. Pengaturan ini memungkinkan masyarakat Marin
Anim untuk menjaga keseimbangan ekologi, mengatur
distribusi lahan secara berkelanjutan, serta meminimalkan




3)

4)

konflik lahan. Dalam pengembangan usaha pertanian,
kelembagaan ini memastikan pemantfaatan lahan tetap lestari
dan disesuaikan dengan siklus alami setempat, mendukung
kegiatan pertanian, berburu, dan perikanan secara harmonis
(Suradisastra, 2006).

Tu’a Teno pada Etnis Manggarai di NTT adalah pemimpin
adat yang mengelola dan mendistribusikan sumber daya
tanah komunal (lingko) kepada setiap rumah tangga. Lingko
merupakan sistem lahan berbentuk jaring laba-laba yang
unik, di mana semua rumah tangga mendapatkan akses ke
tanah secara adil. Tu’a Teno berperan memastikan setiap
keluarga memiliki akses ke tanah pertanian sehingga kegiatan
bercocok tanam, khususnya untuk tanaman pangan seperti
padi dan jagung, dapat dilakukan secara berkesinambungan.
Pengaturan ini menjaga ketahanan pangan masyarakat
Manggarai dan mendukung keberlanjutan sistem pertanian
berbasis komunal (Yusuf & Ngongo, 2016).

Sumba Kontrak di Sumba Timur. Program Sumba Kontrak
di Sumba Timur telah terbukti berhasil meningkatkan
populasi sapi Ongole Sumba melalui kemitraan antara
peternak dan pemerintah. Sistem ini melibatkan kontrak
antara peternak lokal dan pemerintah atau pihak ketiga, di
mana sapi diserahkan kepada peternak dengan ketentuan
pembagian hasil. Melalui pendekatan ini, program turut
berperan dalam pengembangan usaha peternakan di Sumba,
memperkuat ketahanan pangan berbasis protein hewani,
dan memanfaatkan potensi wilayah yang kaya akan lahan




S)

6)

7)

penggembalaan (Yusuf & Nulik, 2008; Yusuf et al., 2004,
2015).

Sistem Pertanian Lio di Ende, NTT. Sistem pertanian Lio
adalah model pertanian tradisional yang memanfaatkan
kearifan lokal serta kepercayaan budaya masyarakat Ende.
Sistem ini menggabungkan praktik konservasi tanah dengan
rotasi tanaman untuk menjaga kesuburan lahan secara
alami. Keberhasilan sistem ini ditopang oleh kearifan lokal
yang mengatur pola tanam berdasarkan siklus alam, yang
membantu dalam menjaga ketahanan pangan lokal dan
mendorong keberlanjutan sumber daya alam (Priantara,
2023; Wati & Bela, 2024).

Sistem Pertanian Masohi di Maluku Tengah. Sistem
pertanian Masohi adalah metode tradisional yang
mengandalkan pengetahuan lokal dan praktik yang
diwariskan turun-temurun, seperti pemilihan benih lokal
yang adaptif terhadap iklim dan pola rotasi tanaman. Dalam
konteks pengembangan usaha pertanian, sistem Masohi
memastikan bahwa sumber daya alam dipelihara dengan
baik, mendukung keberlanjutan usaha pertanian lokal, dan
meningkatkan ketahanan pangan melalui pendekatan yang
ramah lingkungan (Riry et al., 2023).

Sistem Pertanian Mapalus di Minahasa, Sulawesi Utara.
Mapalus adalah sistem pertanian berbasis gotong royong
yang sangat kuat di Minahasa. Anggota masyarakat saling
membantu dalam kegiatan seperti menanam, memanen, dan
menjaga ladang. Dalam pengembangan usaha pertanian,




Mapalus menjadi model pemberdayaan masyarakat
yang mendukung efisiensi waktu dan tenaga kerja serta
mengurangi biaya produksi. Sistem ini terbukti efektif
dalam meningkatkan produktivitas dan kemandirian petani,
menjadikan Mapalus sebagai pondasi usaha pertanian
berkelanjutan di Minahasa (Wagiu et al., 2023).

8) Ondoafi di Papua. Ondoafi adalah sistem kepemimpinan
tradisional di Jayapura, Papua, yang memiliki wewenang
untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam, termasuk
lahan pertanian dan hutan. Dalam konteks pengembangan
usaha pertanian, Ondoafi memainkan peran penting
dalam mengendalikan akses lahan, menjamin kelestarian
lingkungan, serta mendukung kegiatan pertanian yang
berkelanjutan. Kepemimpinan Ondoafi juga menjaga
keseimbangan ekologi setempat dan membantu masyarakat
mengelola sumber daya secara berkesinambungan (Kambu,
2022).

Kelembagaan lokal ini menunjukkan betapa pentingnya
peran adat dalam mendukung sistem usaha pertanian di Kawasan
Timur Indonesia. Melalui pengaturan adat yang mengedepankan
keberlanjutan dan keselarasan dengan alam, kelembagaan ini
berhasil memelihara kelestarian sumber daya alam, mendorong
ketahanan pangan, serta memajukan ekonomi lokal.

Setelah terjadi perubahan struktural pada ekosistem litbang
termasuk pertanian yang didukung Undang-Undang No.
11/2019, kelembagaan yang mendukung pengembangan SUP
yang berfungsi menghantarkan teknologi sampai kepada petani




belum dirumuskan secara jelas dan tuntas oleh kementerian/
lembaga terkait secara jelas (Las, 2024; Sudaryanto et al.,
2022). Dalam perspektif BRIN, manajemen penelitian dan
pengembangan pertanian berhenti pada kegiatan penelitian, yang
dilakukan inventor/periset. Sementara itu kegiatan pengkajian,
pengembangan teknologi atau diseminasi (hilirisasi teknologi),
dan penerapan belum ada rumusannya. Di Kementerian
Pertanian telah dibentuk BSIP yang diharapkan dapat menjadi
lembaga yang menjembatani penyampaian teknologi spesifik
lokasi kepada petani (bridging institution).




“uexTeqren(1adip sepn rur nyng



II1. KINERJA KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ALIH
TEKNOLOGI DAN KELEMBAGAAN PERTANIAN

Kawasan Timur Indonesia, dengan kekayaan sumber daya
alam dan potensi pertanian yang besar, memerlukan dukungan
kebijakan pengembangan alih teknologi dan kelembagaan yang
efektif dan inovatif untuk mencapai sistem usaha pertanian yang
berkelanjutan dan berdaya saing.

A. Kebijakan Pengembangan Alih Teknologi Pertanian

Pada awalnya, kebijakan pengembangan alih teknologi pertanian
di Indonesia merupakan bagian integral dari manajemen litbang
pertanian yang melibatkan tiga sistem utama: generating
system (sistem penghasil teknologi), delivery system (sistem
penyampaian teknologi), dan receiving system (sistem penerima
teknologi), sejalan dengan pembentukan Badan Litbang
Pertanian (Kepres No. 45/1974).

Alih  teknologi pertanian di masing-masing daerah
dilaksanakan oleh BPTP di 33 provinsi seluruh Indonesia
dikoordinasikan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan
Teknologi Pertanian (BBP2TP). Pelaksanaan alih teknologi
oleh BPTP tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi BPTP:
mengidentifikasi  kebutuhan  teknologi  pertanian/petani,
melakukan studi kelayakan teknologi sesuai agroekosistem,
menyiapkan materi  penyuluhan teknologi baru dan




mengumpulkan umpan balik untuk perbaikan teknologi
(Hendayana, 2018; Las, 2024; Sudaryanto et al., 2022).

Proses alih teknologi tersebut dikelola menggunakan
pendekatan Spectrum Dissemination Multi Channel (SDMC)
sesuai  karakteristik pemangku pementingan (lembaga
pengkajian, unit ditjen teknis, lembaga penyuluhan), satuan
kerja perangkat daerah (SKPD), dan perpustakaan dan media
diseminasi (pameran, forum pertemuan, media cetak, media
elsktronik/digital, dan media social) (Syahyuti et al., 2014).

Kebijakan alih teknologi pertanian berkembang secara
dinamis dan bertransformasi menjadi hilirisasi inovasi didukung
oleh program-program seperti Primatani (2006), SLPTT (2008),
P4MI (2008), Pengembangan Kawasan Pendampingan (2011),
MP3MI (2013), P2RL (2013), MKRPL (2014) dan Bimtek
(Hendayana, 2018). Prinsip kerja program tersebut secara umum
meliputi: (1) pengkajian potensi sumber daya lokal, dan teknologi
yang dapat meningkatkan optimalisasi sumber daya tersebut;
(2) pemilihan program pengembangan agribisnis dan intervensi
teknologi yang sesuai; (3) terciptanya model percontohan sistem
agribisnis inovatif berbasis teknologi; dan (4) implementasi
yang mengintegrasikan inovasi, sistem kelembagaan dan sistem
agribisnis (Las, 2024; Sudaryanto et al., 2017).

Beberapa pemerintah provinsi, seperti Jawa Tengah dan
Bali, telah mereplikasi Primatani sebagai metode diseminasi
teknologi (Anugrah et al., 2014). Di Bali, penerapan Primatani
berdampak positif pada usahatani padi dengan hasil sebagai
berikut: (1) penerapan pupuk berimbang dan jarak tanam




“jajar legowo”; (2) peningkatan produksi padi; (3) peningkatan
kualitas gabah sesuai permintaan pasar; (4) pengolahan limbah
peternakan menjadi pupuk organik; dan (5) pembentukan
kelompok perempuan tani.

Alih teknologi di KTI khususnya di NTT dipraktekan dengan
berbasis kondisi spesifik dan kearifan lokal menghasilkan inovasi
yangtepat guna dan berwawasan lingkungan (Ngongoetal.,2023;
Ngongo et al., 2021; Ngongo & Markus, 2020; Yusuf & Ngongo,
2016; Yusuf et al., 2005) sebelum melakukan itervensi teknologi,
terlebih dulu membangun dan meningkatkan infrastruktur
pertanian, kemudian menyelenggarakan percontohan teknologi
inovatif di berbagai daerah KTI (Bustaman & Yusuf, 2007; Hipi
& Yusuf, 1995; Ila & Yusuf, 2013). Selain itu, kegiatan alih
teknologi dilaksanakan melalui dan kemitraan antara petani,
peneliti, dan penyuluh pertanian (Bustaman & Yusuf, 2007;
Yusuf et al., 2004).

Namun, tidak semua petani skala kecil mengadopsi teknologi
pertanian yang diperkenalkan. Faktor-faktor yang menentukan
adopsi teknologi meliputi potensi keuntungan, kesesuaian teknis
dengan preferensi petani dan kondisi lokal, serta kapasitas dan
kemampuan teknis dan ekonomi petani. Oleh karena itu, tingkat
adopsi teknologi dan inovasi Balitbangtan bervariasi.

Ketika muncul Revolusi Industri 4.0, yang ditandai oleh
perubahan mendasar atau disrupsi, kebijakan alih teknologi
mengikuti perkembangan dengan mengadopsi teknologi
informasi (IT) (Kairupan et al., 2020; Manoppo & Yusuf,
2019). Alih teknologi berlangsung hybrid antara pendekatan




konvensional dan jaringan internet. Kondisi ini diperkuat oleh
munculnya pandemi Covid-19.

Kebijakan alih teknologi pertanian mulai tahun 2019
disesuaikan dengan aturan Sistem Litbang Nasional Terintegrasi,
sesuai dengan UU No. 11/2019 tentang Sistem Nasional
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Perpres No. 78/ 2021
tentang BRIN. Berdasarkan peraturan tersebut, peran Badan
Litbang Pertanian dalam alih teknologi pertanian berakhir
karena institusi tersebut berubah menjadi Badan Standardisasi
Instrumen Pertanian (BSIP). Perubahan ini berdampak luas
pada SUP di seluruh Indonesia. BPTP di seluruh provinsi juga
berubah menjadi BSIP Provinsi di bawah koordinasi BBSIP.
BSIP Provinsi tidak lagi melakukan kajian dan diseminasi
teknologi (Las, 2024; Sudaryanto et al., 2022).

B. Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Pertanian

Kebijakan pengembangan kelembagaan di KTI berfokus
pada beberapa aspek kunci. Pertama, melakukan penguatan
kelembagaan pertanian melalui integrasi dan koordinasi
kelembagaan serta penguatan kapasitas kelembagaan lokal.
Integrasi dan koordinasi kelembagaan diperlukan untuk
memperkuat sinergi antara BRIN dengan BSIP dan kelembagaan
informal (Poktan, Gapoktan, serta KUD). Hal ini bisa dilakukan
dengan membentuk forum atau platform koordinasi reguler
yang memfasilitasi pertukaran informasi, perencanaan bersama,
dan monitoring terpadu.




Penguatan  kapasitas  kelembagaan lokal, dengan
mengembangkan kebijakan yang mendukung peningkatan
kapasitas kelembagaan lokal, khususnya dalam hal manajemen,
pengelolaan sumber daya, dan adopsi teknologi. Program
pelatihan dan pendampingan berkelanjutan diinisiasi untuk
memastikan kemampuan kelembagaan informal dalam
memediasi alih teknologi secara efektif (Assagaf et al., 2005; Ila
& Yusuf, 2013; Meke et al., 2006; Tan et al., 2021).

Kedua, pemberdayaan petani dan partisipasi masyarakat
melalui peningkatan partisipasi petani, dan penerapan model
pengembangan agribisnis lokal. Untuk pemberdayaan petani,
kebijakan dirancang bisa mendorong keterlibatan aktif petani
dalam setiap tahap proses alih teknologi, mulai dari perencanaan
hingga implementasi. Hal ini termasuk pendekatan partisipatif
dalam uji coba teknologi dan demonstrasi lapangan (Ngongo &
Yusuf, 2016).

Untuk penerapan model pengembangan agribisnis lokal,
kebijakan diarahkan mendukung pengembangan model
agribisnis yang sesuai dengan kondisi lokal. Penerapan model
seperti Pengelolaan Terpadu Kebun Jeruk Sehat (PTKJS) dan
Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL) dapat
disesuaikan dengan kebutuhan spesifik petani di KTI, termasuk
aspek akses pasar dan dukungan finansial (Kario et al., 2003;
Yusuf et al., 1990; Yusuf & de Rosari, 2005).

Ketiga, adaptasi teknologi pertanian melalui penerapan
teknologi spesifik lokasi, dan inovasi berkelanjutan. Untuk
adaptasi teknologi pertanian, kebijakan dirancang untuk




pengembangan dan penerapan teknologi yang sesuai dengan
kondisi agroekologi lokal. Hal ini melibatkan peningkatan
peran BSIP Provinsi dalam mengidentifikasi kebutuhan spesifik
wilayah dan mengembangkan teknologi yang tepat guna (Yusuf
& Hermanto, 2013).

Sementara itu untuk inovasi berkelanjutan, dirancang
untuk mendukung kebijakan yang mengakomodasi inovasi
berkelanjutan, termasuk dalam hal pemupukan, pengelolaan
hama, dan sistem tanam yang dapat meningkatkan produktivitas
tanpa merusak lingkungan.

Keempat, peningkatan akses dan dukungan infrastruktur
melalui pengembangan infrastruktur pertanian dan dukungan
pembiayaan serta akses pasar. Untuk pengembangan
infrastruktur ~ pertanian,  kebijakannya  memprioritaskan
pengembangan infrastruktur dasar seperti jaringan irigasi, jalan
desa, dan fasilitas pascapanen. Hal ini penting untuk mendukung
efektivitas penerapan teknologi dan memperbaiki akses petani
ke pasar (Hendayana, 2018).

Adapun untuk dukungan pembiayaan dan akses pasar,
kebijakan dirancang memperkuat dukungan keuangan untuk
petani melalui program kredit yang mudah diakses dan sesuai
dengan kebutuhan usaha tani di KTI. Selain itu, pengembangan
akses pasar juga difasilitasi, baik melalui penguatan Korporasi
Petani maupun kemitraan dengan sektor swasta (deRosari &
Yusuf, 2016).

Kelima, penguatan sistem monitoring dan evaluasi dengan
cara evaluasi berkala dan penyesuaian kebijakan. Kebijakannya




mencakup mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkala
untuk menilai efektivitas program dan kegiatan alih teknologi.
Hasil evaluasi ini digunakan untuk menyesuaikan kebijakan
dan strategi pelaksanaan sesuai dengan dinamika di lapangan
(Hendayana, 2018).

Pada intinya, kebijakan pengembangan kelembagaan
pertanian di  KTI dirancang untuk menciptakan dan
mengoptimalkan usaha pertanian yang berkelanjutan, inklusif,
dan berdaya saing. Penyusunan kebijakan dilakukan dengan
mempertimbangkan kemungkinan munculnya permasalahan
eksternal, di luar jangkauan petani untuk mengatasinya seperti
masalah harga input dan harga output, terbatasnya akses pasar
dan rantai pasok yang panjang, dinamika perubahan iklim dan
degradasi lingkungan (Las, 2024; Sudaryanto et al., 2022).

Peluang untuk mengembangkan kebijakan kelembagaan
yang pro petani di KTI cukup besar, karena didukung UU No.
22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25/2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
Sebagai Daerah Otonom. Peraturan tersebut memberi ruang
bagi pemerintah daerah menyusun kebijakan pengelolaan sektor
pertanian yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal (Hendayana,
2018).

C. Kebijakan Pengembangan Sistem Usaha Pertanian

Secara konseptual, pengembangan SUP merupakan resultante
dari kebijakan alih teknologi dan kebijakan pengembangan
kelembagaan. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan SUP di




KTI, sangat bergantung pada eksistensi kebijakan pengembangan
alih teknologi dan kolaborasi antara berbagai kelembagaan, baik
formal maupun informal (Sudaryanto et al., 2017).

Kebijakan pengembangan SUP, bertujuan memperkuat
eksistensi pengembangan alih teknologi dan membangun
kolaborasi yang kondusif antara kelembagaan formal dan
informal. Tujuannya, meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pengembangan dan penyebaran teknologi pertanian, dan
mendorong partisipasi petani dalam mendukung keberlanjutan
SUP (Las, 2024; Sudaryanto et al., 2022).

Kelembagaan lokal merupakan manifestasi dari kearifan
lokal masyarakat di masing-masing daerah yang terbentuk
sebagai respons terhadap kondisi lingkungan, sosial, dan budaya
yang unik (Ngongo et al., 2023; Ngongo & Yusuf, 2016; Syahyuti
et al.,, 2020; Yusuf & Ngongo, 2016). Kelembagaan lokal
memiliki peran yang strategis, sebagai wahana pengorganisasian
produksi, pemasaran hasil pertanian, pengelolaan risiko dan
pengembangan teknologi pertanian. Oleh karena itu, reformulasi
kebijakan pengembangan kelambagaan lokal menjadi krusial.

Langkah reformulasi kebijakan pengembangan kelembagaan
lokal diawali dengan: (1) pemetaan yang komprehensif terhadap
kelembagaan lokal meliputi struktur, fungsi dan nilai-nilai
yang dianut; (2) membuka ruang dialog antara pemerintah,
akademisi dan masyarakat setempat untuk memahani aspirasi;
(3) memberdayakan masyarakat setempat untuk berperan aktif
dalam merumuskan strategi revitalisasi; (4) menghubungkan
kelembagaan lokal dengan sistem formal seperti koperasi,




kelompoktani,danpemerintah desa; (5) pengembangankapasitas;
(6) penguatan nilai-nilai lokal dan mengintegrasikannya dalam
program pengembangan sistem usaha pertanian; dan (7)
berorientasi pada pengembangan produk unggulan (Hendayana,
2018; Las, 2024; Sudaryanto et al., 2022).

Wujud reformulasi kelembagaan pertanian tersebut,
secara organisasi, manajerial, dan ekonomi, tecermin dalam
kelembagaan korporasi petani. Kelembagaan korporasi petani
tersebut dapat menjadi solusi strategis untuk mengakselerasi alih
teknologi pertanian (Bustaman & Yusuf, 2007; Syahyuti et al.,
2020). Hal itu menunjukkan terjadinya transisi dari kelembagaan
lokal yang tradisional menuju bentuk organisasi yang lebih
modern dan berbadan hukum sehingga memungkinkan akses
yang lebih luas terhadap sumber daya dan teknologi.

Esensi utama kelembagaan korporasi petani di KTI adalah
melakukan konsolidasi manajemen usahatani yang didominasi
oleh usahatani berbasis keluarga, berskala kecil dan bersifat
subsisten menjadi usahatani yang efisien. Selain itu, korporasi
petani memberikan wadah untuk kolaborasi dan solidaritas
antar petani untuk menghadapi tantangan unik di KTI, dan akan
memperluas akses permodalan petani melalui berbagai skema
pembiayaan (de Rosari & Yusuf, 2016; Syahyuti et al., 2020).

Dalam perspektif pengembangan SUP di KTI perlu
memasukkan kebijakan pewilayahan komoditas pertanian. Hal
ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi daerah berdasarkan
karakteristik geografis, iklim, dan sumber daya lokal. Dengan
menetapkan komoditas unggulan untuk setiap wilayah, kebijakan




ini dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi alokasi sumber
daya, dan keberlanjutan usaha pertanian. Selain itu, untuk
memperkuat daya saing produk pertanian di pasar domestik
dan internasional, serta mendorong kolaborasi antara petani,
penyuluh, dan pihak swasta.

Kebijakan  berikutnya  memberikan  pendampingan
berkelanjutan bagi petani di KTI dengan fokus pada
pengembangan kapasitas kelembagaan, manajemen usahatani
dan akses pasar (Yusuf et al., 1995; Yusuf & Nulik., 2008).
Untuk itu, diperlukan peningkataan kapasitas penyuluh pertanian
dan fasilitator untuk meningkatkan kapasitas pendampingan
(Manoppo & Yusuf.,2019; Yusufetal.,2021), dan memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan
askses informasi dan edukasi bagi petani (Kairupan et al., 2020).

Dalam konteks alih teknologi dan penguatan kelembagaan,
sinergi diartikan sebagai memperkuat efektivitas dan efisiensi
program dan kegiatan, menyatukan sumber daya dan keahlian
dari berbagai pihak, dan meningkatkan peluang keberhasilan
dalam mencapai tujuan bersama. Kolaborasi adalah proses di
mana dua atau lebih pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan
bersama (Meier & Gala, 2016). Kolaborasi diartikan sebagai
membangun hubungan dan kepercayaan antarpihak yang terlibat
untuk mempermudah pertukaran informasi dan pengetahuan
dalam rangka penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan
bersama.

Sinergi dan kolaborasi yang kokoh antar berbagai pemangku
kepentingan termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah,




swasta, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian menjadi
faktor kunci untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi
sektor pertanian di KTI (Basuno & Yusuf, 2007; Mukti et al.,
2023). Pemerintah Pusat, berperan merumuskan kebijakan
nasional yang mendukung transformasi sektor pertanian di
KTI, menyediakan pendanaan dan memfasilitasi kerjasama
antarpemangku kepentingan di tingkat nasional (Mukti et al.,
2023). Pemerintah Daerah berperan menerjemahkan kebijakan
nasional ke dalam program dan kegiatan yang sesuai dengan
kondisi lokal, membangun dan memelihara infrastruktur
pertanian di KTI, serta menyediakan layanan pelatihan dan
pendampingan bagi petani di KTL.

Pihak  swasta, berinvestasi dalam pengembangan
infrastruktur, teknologi, dan produk pertanian yang inovatif, serta
menyediakan akses terhadap pasar bagi hasil panen petani di
KTI. Perguruan tinggi, melakukan penelitian dan pengembangan
teknologi pertanian yang sesuai dengan kebutuhan spesifik
KTI, memberikan edukasi dan pelatihan bagi petani dan pelaku
usahatani di KTI, dan membangun kerjasama dengan lembaga
penelitian dan swasta untuk mengembangkan teknologi pertanian
yang inovatif. Lembaga penelitian, melakukan penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian
yang relevan dengan kondisi KTI, memberikan informasi dan
rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan pemangku
kepentingan lainnya (Hendayana, 2018).

Bentuk sinergi dan kolaborasi yang diusulkan antara lain
pengembangan forum yang melibatkan perwakilan dari semua




pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi bersama
dalam mendorong alih teknologi dan inovasi pertanian,
kerjasama penelitian dan pengembangan teknologi pertanian
antar perguruan tinggi, lembaga penelitian dan swasta, program
bimbingan teknis (bimtek) fokus pada teknologi yang inovatif,
manajemen usahatani dan akses pasar. Berikutnya melakukan

promosi produk pertanian KTI (Las, 2024; Sudaryanto et al.,
2022).




IV. REFORMULASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
ALIH TEKNOLOGI DAN KELEMBAGAAN
PERTANIAN

Teknologi pertanian yang adaptif inovatif dan kelembagaan yang
kuat adalah dua pilar utama yang dapat mendorong keberlanjutan
SUP di wilayah KTI. Oleh karena itu reformulasi kebijakan
pengembangan alih teknologi dan kelembagaan pertanian
menjadi makin mendesak, berkenaan dengan munculnya Sistem
Litbang Nasional Terintegrasi (UU No. 11/2019 dan Perpres
78/2021) yang berdampak pada transformasi Badan Litbang
Pertanian menjadi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian
(BSIP).

A. Reformulasi Kebijakan Pengembangan Alih Teknologi
Pertanian

Reformulasi kebijakan pengembangyan alih teknologi pertanian
ditujukan untuk mengakselerasi serta memastikan bahwa
teknologi pertanian yang dikembangkan dapat diadopsi dengan
efektif oleh masyarakat tani di KTI.

Langkah reformulasi pengembangan alih teknologi pertanian
tersebut meliputi: Pertama, penguatan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) (Kairupan et al., 2019; Manoppo & Yusuf,
2019). Platformnya dibangun secara terintegrasi, mudah
diakses, petani dan penyuluh pertanian (Kairupan et al., 2019).
Langkah ini diikuti pelatihan penggunaan perangkat teknologi




yang tersedia secara online (Chulwa et al., 2022; Kairupan et
al., 2019).

Dukungan akses internetnya diwujudkan melalui kerjasama
antara pemerintah, operator telekomunikasi, dan organisasi
swadaya masyarakat (Kairupan et al., 2019). Platform ini
bisa berbentuk aplikasi mobile, web, atau media sosial yang
memungkinkan penyuluh dan petani untuk berbagi pengetahuan
secara real time.

Selain, melakukan penguatan TIK untuk meningkatkan dan
memperluas layanan konsultasi pertanian online melalui platform
digital, kegiatan diiringi dengan menyediakan pendampingan
(Ila & Yusuf, 2013; Manoppo & Yusuf, 2019; Ratnada & Yusuf,
2003; Sumarwono et al.,, 2017). Pendekatannya dilakukan
secara partisipatif melibatkan seluruh pemangku kepentingan
termasuk petani, akademisi, lembaga penelitian, lembaga
swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta (Durbin et al.,
2019; Hashim et al., 2020).

Kedua, mengakomodasi kearifan lokal yang terbukti efektif
dan berkelanjutan, sesuai dengan nilai-budaya dan kondisi
lokal sebagai wujud penghargaan dan perlindungan terhadap
pengetahuan tradisional yang dimiliki masyarakat lokal
(Budiaman et al., 2023; Hapsari et al., 2023). Adaptasi teknologi
dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian teknis, potensi
keuntungan, serta kapasitas petani dalam mengadopsi teknologi
tersebut. Setiap intervensi teknologi disesuaikan dengan kondisi
jenis tanah, iklim, serta tingkat keterampilan petani. Sebelum
teknologi itu diterapkan secara luas, dilakukan uji coba lapangan




yang komprehensif untuk memastikan kinerja teknologi tersebut
memberikan hasil yang optimal.

Ketiga, pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi,
jalan desa, fasilitas penyimpanan, dan transportasi untuk
memastikan produk pertanian dapat diproduksi dan dipasarkan
dengan efisien. Infrastruktur yang baik akan mendukung
penerapan mekanisasi pertanian, penggunaan pupuk dan
pestisida yang lebih efisien, serta meningkatkan kualitas hasil
panen. Akses ke pasar akan terbuka luas, petani mendapatkan
harga yang lebih baik sehingga meningkatkan pendapatannya.

Keempat, menerapkan keberlanjutan lingkungan melalui
usahatani konservasi, integrasi tanaman ternak, penggunaan
pupuk organik, pupuk hayati, dan pestisida nabati (Altieri &
Nicholls, 2012; Yusuf et al., 2023).

B. Reformulasi Kebijakan Pengembangan Kelembagaan
Pertanian

Mengingat Badan Litbang Pertanian yang pada awalnya menjadi
andalan pengembangan SUP sudah bertransformasi menjadi
BSIP, reformulasi kelembagaan pertanian dilakukan dengan:

Pertama, penguatan peran BSIP sebagai bridging institution
atau lembaga penghubung. Penguatan peran BSIP sebagai
“bridging institution” sangat penting dalam memastikan alih
teknologi pertanian berjalan efektif di lapangan. Sebagai
penghubung antara BRIN dengan Kementerian Pertanian,
dan institusi lain yang memiliki tusi penelitian pertanian




seperti perguruan tinggi dan pihak swasta. BSIP bertugas
mengoordinasikan implementasi alih teknologi di tingkat
provinsi hingga desa (Las, 2024; Sudaryanto et al., 2022).

BSIP berperan memastikan bahwa teknologi yang
dikembangkan di laboratorium dapat diterapkan dengan baik oleh
petani di lapangan. Hal ini mencakup evaluasi teknologi yang
disesuaikan dengan kondisi spesifik lokasi, serta memfasilitasi
pelatihan dan bimbingan teknis kepada petani dan pelaku usaha
pertanian (Sudaryanto et al., 2022).

Dengan demikian, BSIP berperan sebagai jembatan yang
memastikan bahwa inovasi pertanian tidak hanya menjadi
produk riset semata, tetapi juga dapat memberikan manfaat
nyata bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani di
seluruh Indonesia, terutama di KTI. Peran lembaga penghubung
tersebut diandalkan untuk mempercepat alih teknologi
pertanian, penguatan kolaborasi antarlembaga, pengembangan
kelembagaan pertanian, penyediaan informasi dan pembinaan,
serta mendukung keberlanjutan usaha pertanian (Las, 2024;
Sudaryanto et al., 2022).

Berkaitan dengan percepatan alih teknologi pertanian,
lembaga penghubung ini diharapkan dapat menjadi jembatan
yang efektifantara pengembangan teknologi di lembaga-lembaga
penelitian dan implementasi di lapangan oleh para petani dan
pelaku usaha pertanian. Dengan adanya lembaga ini, teknologi
pertanian terbaru, seperti inovasi dalam benih, pupuk, dan teknik
budi daya, dapat lebih cepat dan lebih luas disebarluaskan ke
seluruh pelosok Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang




menjadi fokus pengembangan SUP (Hendayana, 2018; Las,
2024).

Lembaga penghubung ini juga akan menjadi pusat informasi
dan pembinaan bagi para petani dan pelaku usaha pertanian.
Dengan menyediakan informasi terkini mengenai teknologi,
pasar, dan kebijakan, lembaga ini dapat membantu meningkatkan
daya saing petani dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi
tantangan di masa depan, termasuk perubahan iklim dan
dinamika pasar global (Sudaryanto et al., 2022).

Dalam jangka panjang, lembaga penghubung diharapkan
dapat berkontribusi pada keberlanjutan usaha pertanian di
Indonesia dengan memastikan bahwa teknologi yang diadopsi
oleh petani tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi
juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan
sosial. Sebelum terbentuk lembaga penghubung secara legal
formal, BSIP beserta tugas dan fungsinya dapat diberikan peran
sebagai lembaga penghubung. Sehubungan dengan hal tersebut,
formalisasi dan legalitas BSIP menjadi “bridging institution”
dalam alih teknologi pertanian spesifik lokasi dari penghasil
teknologi ke pengguna (utamanya petani skala kecil) menjadi
langkah yang sangat strategis (Las, 2024; Sudaryanto et al.,
2022).

Kedua, kolaborasi multipihak (pemangku kepentingan).
Kolaborasi multipemangku kepentingan adalah kunci untuk
menciptakan ekosistem agribisnis yang berkelanjutan. Kemitraan
yang lebih erat antara petani, penyuluh, peneliti, penyuluh,
dan pelaku usaha diperlukan untuk membangun model bisnis




agribisnis yang tangguh (Hendayana, 2018).

Petani berperan sebagai pelaku utama dalam implementasi
teknologi, sementara peneliti dan penyuluh memberikan
dukungan ilmiah dan teknis. Pelaku usaha, di sisi lain, dapat
menyediakan akses pasar, modal, dan teknologi terbaru.
Kemitraan ini juga dapat mencakup pembentukan kelompok-
kelompok tani yang terorganisir, koperasi, dan kemitraan dengan
perusahaan agribisnis untuk meningkatkan skala ekonomi dan
daya tawar petani. Kolaborasi yang terintegrasi ini diharapkan
dapat menciptakan rantai nilai pertanian yang efisien, dari hulu
ke hilir, serta mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan yang
inklusif dan berkelanjutan (Las, 2024).

Dalam kaitan dengan penguatan kolaborasi antarlembaga,
keberadaan lembaga penghubung berfungsi sebagai platform
koordinasi dan kolaborasi antara Kementerian Pertanian, BRIN,
perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan lembaga penelitian
lainnya. Melalui koordinasi yang lebih baik, diharapkan akan
terjadi sinergi dalam pengembangan teknologi dan penentuan
prioritas riset yang sesuai dengan kebutuhan sektor pertanian
di Indonesia. Selain itu, kolaborasi ini juga akan meningkatkan
efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang terbatas, baik
dalam hal pendanaan maupun tenaga ahli (Las, 2024; Sudaryanto
etal., 2022).

Berkenaan dengan pengembangan kelembagaan pertanian,
lembaga penghubung ini fokus mendukung pengembangan
kelembagaan pertanian yang lebih adaptif dan responsif terhadap
perubahan teknologi dan pasar. Lembaga ini diharapkan




dapat membantu merumuskan kebijakan kelembagaan yang
memungkinkan petani dan pelaku usaha pertanian untuk lebih
mudah mengakses teknologi dan inovasi, sekaligus memperkuat
kapasitas mereka dalam mengelola usaha pertanian yang lebih
modern dan berkelanjutan (Las, 2024; Sudaryanto et al., 2022).

C. Implementasi Kebijakan Pengembangan Alih
Teknologi dan Kelembagaan Pertanian

Berdirinya BRIN pada tahun 2019 membawa perubahan yang
signifikan terhadap strategi penelitian dan pengembangan
teknologi pertanian. Perubahan juga terjadi pada aspek
manajemen, anggaran, lingkungan kerja, dan sumber daya
manusia, termasuk proses sosialisasinya (Las, 2024; Sudaryanto
et al., 2022). Transformasi yang terjadi bersifat masif, disruptif,
dan mudah berubah.

Berdasarkan perubahan lingkungan strategis tersebut,
pengelolaan penelitian pertanian yang sebelumnya terkonsolidasi
di bawah Kementerian Pertanian secara end-to-end perlu
direformulasi. Reformulasi ini bertujuan untuk menciptakan
hubungan yang lebih efektif antara penghasil dan pengembang
teknologi dengan pengguna teknologi. Dalam upaya
mengimplementasikan kebijakan pengembangan alih teknologi
dan penguatan kelembagaan pertanian, beberapa pertimbangan
krusial harus diperhatikan, terutama terkait perubahan
kelembagaan yang berperan menghasilkan teknologi, mengelola
hilirisasi teknologi, serta memastikan penggunaannya.




Transformasi pengembangan alih teknologi dan penguatan
kelembagaan pertanian di KTI memerlukan pendekatan yang
mencakup pembangunan kemitraan strategis, desentralisasi
penguatan kelembagaan, serta pemberdayaan berbagai
pemangku kepentingan. Selain itu, penting untuk membangun
platform kolaborasi yang efektif, yang memungkinkan sinergi
antara berbagai institusi terkait, baik di tingkat lokal maupun
nasional (Suwanan et al., 2021; Yusuf & de Rosari, 2005; Yusuf
et al., 2023). Hal ini akan memastikan bahwa teknologi yang
dihasilkan tidak hanya relevan, tetapi juga dapat diadopsi secara
luas oleh pengguna akhir di lapangan.

Langkah-langkah yang ditempuh meliputi tiga aspek.
Pertama, membangun kemitraan strategis antara pemerintah,
akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta,
dan komunitas. Pemerintah mendirikan platform kolaborasi
yang memungkinkan para pemangku kepentingan bertukar
pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan efektivitas
alih teknologi di lapangan. Akademisi berperan dalam riset
dan inovasi, memberikan landasan ilmiah untuk teknologi
baru dan membantu memvalidasi teknik atau metode yang
diadopsi. Sektor swasta, terutama di bidang agribisnis, dapat
menyediakan teknologi terbaru, akses pasar, dan dukungan
logistik yang mempercepat penerapan teknologi. LSM berperan
dalam pendekatan ke komunitas, membantu meningkatkan
kapasitas petani, dan membangun keterlibatan yang lebih kuat
dengan masyarakat lokal. Komunitas, sebagai pengguna utama
teknologi, menjadi pusat dalam implementasi alih teknologi,
dengan penguatan kapasitas dan pelatihan yang diberikan




agar mereka dapat menerapkan inovasi secara mandiri dan
berkelanjutan (Harjanto et al., 2022; Saptana et al., 2013; Yusuf,
2016; Yusuf et al., 2004).

Kedua, menerapkan pendekatan desentralisasi dalam
pemberdayaan kelembagaan lokal. Pendekatan desentralisasi
dalam pemberdayaan kelembagaan lokal menjadi krusial untuk
memastikan bahwa alih teknologi dapat diterapkan secara efektif
dan sesuai dengan kebutuhan unik masing-masing wilayah di
KTI. Melalui desentralisasi, pengambilan keputusan terkait alih
teknologi dan praktik pertanian diserahkan kepada komunitas
dan kelembagaan lokal sehingga kebijakan yang diambil dapat
lebih responsif terhadap kondisi spesifik setempat, termasuk
kondisi ekologi, sosial, dan ekonomi. Pendekatan ini memperkuat
kelembagaan lokal, meningkatkan kapasitas manajerial, teknis,
dan organisasi mereka. Pemberdayaan ini mencakup pelatihan
tentang manajemen, peningkatan kemampuan dalam penggunaan
teknologi digital, dan optimalisasi sumber daya lokal seperti
pengetahuan tradisional dan kearifan lokal yang sering kali
relevan dengan sistem pertanian berkelanjutan (Merrell, 2022;
Suwanan et al., 2021).

Ketiga, membangun mekanisme kolaborasi untuk pertukaran
informasi dan sumber daya yang lancar antarpemangku
kepentingan dalam pengembangan alih teknologi dan penguatan
kelembagaan pertanian adaptif di KTI. Sistem umpan balik dan
evaluasi juga dikembangkan untuk memantau keberhasilan
program, memungkinkan perbaikan berkelanjutan dan
penyesuaian kebijakan. Kolaborasi ini juga mengintegrasikan




data yang relevan, termasuk data tanah, iklim, dan pola
produksi sehingga setiap pihak memiliki akses ke informasi
yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.
Dengan sistem digital yang memungkinkan integrasi data dan
akses luas terhadap informasi ini, diharapkan para pemangku
kepentingan dapat bersama-sama meningkatkan produktivitas
pertanian di KTI secara berkelanjutan (Yusuf et al., 2023).

Langkah-langkah tambahan untuk melengkapi mekanisme
kolaborasi ini meliputi: pengembangan platform digital
terintegrasi, implementasi aplikasi mobile, fasilitas webinar dan
pelatihan online, pembuatan sistem umpan balik dan evaluasi,
kolaborasi dan integrasi data, serta terakhir promosi dan adopsi

teknologi.




V. ARAH, SASARAN DAN STRATEGI
REFORMULASI PENGEMBANGAN ALIH
TEKNOLOGI DAN KELEMBAGAAN PERTANIAN

Arah, sasaran, dan strategi pengembangan alih teknologi dan
kelembagaan pertanian adalah menciptakan sistem pertanian
yang tangguh, inovatif, dan berkelanjutan, serta memberikan
manfaat nyata bagi masyarakat lokal di KTI.

A. Arah Reformulasi Pengembangan Alih Teknologi dan
Kelembagaan Pertanian

Pengembangan alih teknologi dan kelembagaan pertanian di
KTI ditujukan untuk memperkuat keberlanjutan sistem pertanian
yang adaptif terhadap perubahan iklim dan tantangan global.
Reformulasi diarahkan pada beberapa hal utama, yaitu:

Pertama, penguatan infrastruktur teknologi, fokus pada
peningkatan akses dan distribusi teknologi pertanian yang
sesuai dengan kondisi geografis dan iklim KTI, serta mendorong
pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan
produktivitas pertanian melalui sistem informasi yang terhubung
(Grietjie et al., 2020; Kairupan et al., 2020; Yusuf et al., 2023).

Kedua, penguatan kapasitas kelembagaan lokal dengan cara
menumbuhkembangkan kelembagaan yang responsif terhadap
kebutuhan petani lokal, termasuk pemberdayaan kelembagaan
tradisional dalam pengelolaan sumber daya pertanian. Arahnya




ditujukan pada penciptaan akses yang lebih baik terhadap pasar,
kredit, dan sumber daya lainnya sehingga inovasi pertanian
lebih cepat diadopsi (Ngongo et al., 2023; Yusuf, 2016; Yusuf &
Ngongo, 2016).

Ketiga, pengembangan kapasitas SDM fokus pada
peningkatan akses informasi, kolaborasi multi pihak berbasis
kearifan lokal, serta sistem monitoring dan evaluasi (Yusuf,
2012, 2017). Pendekatannya dilakukan melalui pelatihan dan
pendidikan berkelanjutan mencakup peningkatan keterampilan
teknis petani serta pemanfaatan teknologi modern (Hendayana
et al.,, 2005; Hendayana & Yusuf, 2007; Lintang et al., 2018;
Matitaputty et al., 2017; Suherman et al., 1996; Yusuf, 2016).

Keempat, alih teknologi melibatkan penguatan kelembagaan
pertanian yang esensial, perbaikan sistem penyuluhan pertanian
dengan mengadopsi pengetahuan terkini sehingga dapat
memberikan fasilitasi yang efektif kepada petani (Bustaman
& Yusuf, 2007; Ila & Yusuf, 2013; Manoppo & Yusuf, 2019).
Teknologi yang diintroduksikan bersifat ramah lingkungan dan
mampu meningkatkan ketahanan petani terhadap perubahan
iklim (Alfons & Yusuf, 2017; Bustaman & Yusuf, 2007; Yusuf,
2016).

B. Sasaran Reformulasi Pengembangan Alih Teknologi
dan Kelembagaan Pertanian

Sasaran reformulasi pengembangan alih teknologi dan
kelembagaan pertanian meliputi:




Pertama, meningkatkan aksesibilitas petani terhadap
teknologi pertanian yang sesuai dengan kondisi geografis dan
iklim di KTI serta, memastikan semua pelaku pertanian dapat
memanfaatkannya. Teknologi tersebut harus responsif terhadap
tantangan lokal seperti kekeringan, topografi beragam, dan
keterbatasan sumber daya air. Selain itu, dorongan terhadap
penggunaan teknologi digital akan meningkatkan efisiensi
dan produktivitas pertanian. Reformulasi ini juga bertujuan
untuk mengurangi kesenjangan akses teknologi antara KTI dan
wilayah lainnya di Indonesia (Yusuf et al., 2021).

Guna memperluas akses teknologi pertanian di KTI,
formalisasi dan legalisasi BSIP sebagai bridging institution
menjadi langkah strategis. Dengan berperan sebagai bridging
institution, BSIP mampu menghubungkan penyedia teknologi,
penyuluh, dan petani, serta memastikan transfer teknologi
yang responsif dan berkelanjutan di daerah dengan tantangan
geografis dan iklim. Formalisasi ini juga memperkuat kapasitas
BSIP dalam menyediakan pelatihan, advokasi kebijakan,
dan kemitraan, yang pada akhirnya berpotensi memperkecil
kesenjangan akses teknologi antara KTI dan wilayah lain di
Indonesia (Hendayana, 2018; Sudaryanto et al., 2022).

Kedua, meningkatkan kemandirian petani setempat untuk
memperkuat kelembagaan lokal. Pemberdayaan berfokus pada
kelembagaan tradisional agar berperan aktif dalam pengelolaan
sumber daya pertanian. Kelembagaan tradisional dapat menjadi
jembatan antara pengetahuan lokal dan teknologi modern,
sehingga proses adopsi inovasi menjadi lebih cepat dan efektif




(Yusuf & Nulik, 2008).

Ketiga, peningkatan keterampilan teknis petani mencakup
peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam teknik
pertanian yang lebih efisien danramah lingkungan; meningkatkan
akses petani terhadap informasi terkini mengenai teknologi,
pasar, cuaca, dan kebijakan pertanian; mengembangkan sinergi
antara petani, pemerintah, swasta, akademisi, dan komunitas
lokal untuk menciptakan solusi pertanian yang berkelanjutan dan
adaptif terhadap kondisi lokal; dan mendorong adopsi teknologi
pertanian modern, seperti mekanisasi, sistem informasi pertanian
berbasis digital, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan
(Alfons & Yusuf, 2017).

Keempat, penguatan kelembagaan pertanian mencakup
pengembangan dan penguatan lembaga-lembaga pertanian,
seperti kelompok tani, koperasi, dan asosiasi petani, sehingga
berfungsi lebih efektif .sebagai wadah kolaborasi, edukasi, dan
advokasi bagi petani, peningkatan efektivitas sistem penyuluhan
pertanianuntuk memastikanbahwapetanimendapatkaninformasi
yang relevan, tepat waktu berbasis bukti ilmiah; pengenalan dan
adopsi teknologi ramah lingkungan, memperkuat ketahanan
petani terhadap risiko iklim, menciptakan mekanisme transfer
teknologi yang berkelanjutan, dan peningkatan kolaborasi antara
peneliti, penyuluh dan peneliti (Purnamasari et al., 2023).

C. Strategi Reformulasi Pengembangan Alih Teknologi
dan Kelembagaan Pertanian

Untuk mencapai arah dan sasaran, disusun strategi yang
terstruktur dan berkelanjutan.




Pertama, mendorong kolaborasi multipihak, antara lain
kemitraan antara pemerintah, lembaga penelitian, perguruan
tinggi, sektor swasta, dan organisasi nonpemerintah, serta
kelembagaan petani di KTI untuk menciptakan sinergi yang
kuat dalam mendukung inovasi dan implementasi teknologi
pertanian, serta meningkatkan aksesibilitas dan adopsi teknologi
dan memastikan relevansinya dengan kebutuhan lokal (Ila
& Yusuf, 2013; Manoppo & Yusuf, 2019; Murdolelono et al.,
20006).

Kolaborasi multipihak dalam inovasi teknologi pertanian
di KTI dilakukan melalui beberapa pendekatan utama. Salah
satunya adalah kemitraan antara pemerintah dan lembaga
penelitian seperti BRIN dan perguruan tinggi lokal untuk
mengembangkan kebijakan dan teknologi yang sesuai dengan
kondisi KTI. Pemerintah berperan sebagai fasilitator utama,
sementara lembaga penelitian berfokus pada penciptaan
teknologi yang relevan dan adaptif (Sudaryanto et al., 2022).

Di sisi lain, sektor swasta berperan dalam menyediakan
teknologi dan investasi, seperti modal dan infrastruktur, yang
mendukung industri pertanian di KTI. Selain itu, perusahaan
agribisnis dapat menjembatani petani lokal dengan pasar global,
menciptakan rantai nilai yang berkelanjutan. Kolaborasi dengan
sektor swasta juga memungkinkan akses teknologi terbaru bagi
petani, mendorong efisiensi dan daya saing (Yusuf, 2016).

Pendekatan lainnya melibatkan organisasi non-pemerintah
(LSM) sebagai mediator yang memperkuat suara komunitas
lokal dalam pengambilan keputusan dan memastikan kebijakan




yang inklusif dan berorientasi pada keadilan sosial. Dengan
keahlian dalam pemberdayaan masyarakat, LSM dapat
mendukung transfer teknologi melalui pelatihan berkelanjutan
dan memantau dampak implementasinya di tingkat petani
(Syahyuti et al., 2020).

Selain itu, kerja sama internasional dengan negara-negara
maju dan lembaga seperti FAO, IFAD, dan ACIAR membuka
peluang transfer teknologi modern, termasuk drone dan platform
digital, yang disesuaikan dengan kondisi lokal KTI. Kemitraan
ini dapat mempercepat adopsi teknologi canggih, memperkuat
ekosistem inovasi, dan memastikan teknologi berdampak positif
pada kesejahteraan petani serta komunitas local (Hendayana,
2018).

Kedua, desentralisasi pengembangan teknologi, dengan cara
memfasilitasi transfer teknologi melalui pusat-pusat inovasi
lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tiap wilayah
di KTI. Pusat-pusat inovasi lokal tersebut didesain untuk mampu
menyesuaikan teknologi yang dikembangkan dengan kondisi
spesifik tiap wilayah di KTI, mengingat keragaman karakteristik
geografis, sosial, dan ekonomi di kawasan tersebut (de Rosari &
Yusuf, 2002).

Pendekatan untuk pengembangan teknologi di KTI
melibatkan beberapa strategi utama. Salah satu pendekatannya
adalah mendirikan pusat inovasi lokal yang dirancang untuk
memfasilitasi transfer teknologi yang berkelanjutan, baik dalam
pengembangan teknologi baru maupun adaptasi teknologi yang
sudah ada, dengan melibatkan komunitas petani, akademisi, dan




sektor swasta. Hal ini bertujuan agar teknologi yang dihasilkan
lebih relevan dengan tantangan lokal dan cepat diadopsi petani
di KTI (Kairupan et al., 2018; Yusuf, 2016).

Di sisi lain, pusat inovasi lokal bertindak sebagai jembatan
antarapenelitian dan praktik lapangan, menghubungkan hasil riset
dari lembaga-lembaga seperti BRIN dengan kebutuhan petani.
Pendekatan partisipatif ini memungkinkan petani berperan aktif
dalam proses pengembangan teknologi, memberikan masukan
berharga, dan meningkatkan keberlanjutan penggunaan
teknologi. Selain itu, pembentukan forum koordinasi antara
petani, penyuluh, peneliti, dan pembuat kebijakan memperkuat
kolaborasi dalam pengembangan SUP (Sudaryanto et al., 2017,
2022).

Pendekatan lainnya adalah mengembangkan teknologi yang
berbasis pada kebutuhan spesifik wilayah KTI yang beragam.
Pusat inovasi lokal harus responsif terhadap tantangan lapangan
seperti cuaca ekstrem dan dinamika pasar, serta menyediakan
teknologi adaptif yang mudah diimplementasikan oleh petani
dengan berbagai latar belakang. Misalnya, untuk daerah pesisir
yang rawan banjir, teknologi drainase efisien dikembangkan,
sementara di pegunungan, teknologi berbasis konservasi air
diterapkan (Alfons & Yusuf, 2017).

Selain itu, pusat inovasi lokal diharapkan mendorong
inovasi mandiri dari petani dan menyediakan akses ke sumber
daya. Mereka berfungsi sebagai penghubung dengan lembaga
keuangan dan penyedia pelatihan, membantu petani memperoleh
permodalan dan keterampilan teknis yang dibutuhkan. Jaringan




antara pusat inovasi di berbagai wilayah juga penting untuk
mempercepat penyebaran inovasi dan memperkuat ekosistem
inovasi di KTI melalui berbagi pengalaman dan praktik terbaik
(Las, 2024).

Ketiga, penguatan riset dan pengembangan merupakan
langkah krusial dalam mendorong inovasi di sektor pertanian,
khususnya di KTI yang memiliki tantangan unik dari segi iklim,
kondisi geografis, dan sosial ekonomi. Untuk itu, diperlukan
peningkatan investasi dalam penelitian dan pengembangan
teknologi pertanian yang tidak hanya inovatif, tetapi juga mudah
diadopsi oleh petani di wilayah ini. Beberapa aspek penting
dalam penguatan riset dan pengembangan tersebut meliputi
teknologi irigasi, benih unggul, teknik budi daya modern, serta
teknologi tepat guna yang sesuai dengan tantangan(Yusuf &
Hendayana, 2007).

Untuk meningkatkan produktivitas pertanian di KTI,
pengembangan teknologi irigasi yang efisien dan adaptif
sangat penting. Teknologi seperti irigasi tetes atau irigasi
mikro dapat membantu daerah yang kekurangan air, sedangkan
sistem drainase yang efektif diperlukan di wilayah rawan
banjir. Sementara itu, kondisi agroklimat KTI yang beragam
membutuhkan pengembangan benih unggul yang tahan terhadap
tantangan lokal seperti kekeringan dan hama. Penelitian dalam

genetika tanaman juga penting untuk meningkatkan nilai gizi
dan daya saing komersial produk pertanian (Suherman et al.,
1996).




Penerapan teknik budi daya modern seperti pertanian presisi
menggunakan teknologi drome, sensor tanah, dan pemetaan
satelit akan meningkatkan efisiensi lahan di KTI. Budi daya
ramah lingkungan seperti pertanian organik dan agroforestri
juga perlu dikembangkan untuk mengurangi degradasi lahan
(Kairupan et al., 2018).

Untuk mendukung adopsi teknologi ini, penelitian sebaiknya
diarahkan pada teknologi yang mudah diakses dan dioperasikan
sehingga sesuai bagi petani yang masih menggunakan metode
tradisional. Pelatihan intensif pun perlu dirancang agar petani
dapat segera menerapkan teknologi modern ini (Murdolelono et
al., 2006).

Teknologi tepat guna menjadi solusi penting bagi petani kecil
di KTI. Alat dan mesin pertanian yang sesuai dengan kondisi
lahan sempit atau berbukit sangat diperlukan, termasuk teknologi
pascapanen seperti alat pengering gabah untuk mengurangi
kerugian dan meningkatkan nilai tambah produk. Teknologi ini
harus hemat energi dan memanfaatkan sumber daya lokal agar
mudah diadopsi. Riset berfokus pada alat pertanian berbiaya
rendah diperlukan untuk memastikan teknologi ini bisa diakses
oleh petani (Kairupan et al., 2018).

Kolaborasi antar lembaga sangat penting dalam riset
dan pengembangan teknologi di KTI. Pemerintah, BRIN,
universitas, sektor swasta, dan petani lokal perlu bekerja sama
agar teknologi yang dikembangkan tepat guna dan relevan.
Pemerintah daerah berperan dalam menyediakan fasilitas riset,
anggaran, dan bantuan teknis, serta akses ke permodalan. Selain




itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan peneliti,
penyuluh, dan petani di bidang teknologi pertanian diperlukan
agar mereka siap menghadapi tantangan dan perubahan di sektor
pertanian KTI (Las, 2024; Sudaryanto et al., 2022).

Keempat, penyusunan kebijakan inklusif dengan
mengembangkan kebijakan yang mendukung alih teknologi dan
penguatan kelembagaan yang melibatkan berbagai pemangku
kepentingan, termasuk komunitas lokal. Sejalan dengan itu
dilakukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan,
penyuluhan, dan pendidikan vokasi (Ila & Yusuf, 2013; Manoppo
& Yusuf, 2019).

Kebijakan yang efektif harus didasarkan pada pendekatan
partisipatif, melibatkan komunitas lokal seperti petani, lembaga
adat, dan kelompok masyarakat dalam proses perumusan.
Keterlibatan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan
yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan lokal dan dapat
diimplementasikan dengan baik (Ngongo & Yusuf, 2016).

Pemerintah perlu mendorong kolaborasi antara sektor swasta,
lembaga keuangan, dan petani untuk membangun rantai pasok
agribisnis yang lebih efisien. Korporasi petani dapat menjadi
sarana untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya
tawar petani dalam negosiasi dengan pelaku bisnis lainnya
(Syahyuti et al., 2020).

Kebijakan yang efektif harus mendorong kolaborasi lintas
sektor untuk alih teknologi, melibatkan lembaga penelitian,
perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan petani. Peningkatan




kapasitas sumber daya manusia juga kunci, dengan fokus pada
pelatihan, penyuluhan, dan pendidikan vokasi untuk memastikan
petani memiliki keterampilan dalam mengadopsi teknologi baru
(Las, 2024; Yusuf & Hermanto, 2013).

Pendidikan vokasi yang mendukung teknologi tepat guna
harus diperluas, dengan pendirian sekolah-sekolah pertanian di
wilayah pedesaan untuk meningkatkan akses bagi masyarakat
tani. Proses pengambilan keputusan kebijakan juga harus
inklusif, memberi kesempatan kepada semua pemangku
kepentingan, termasuk petani kecil, untuk memberikan masukan
dan terlibat dalam evaluasi kebijakan (Ila & Yusuf, 2013).
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VI. KESIMPULAN

Pengembangan alih teknologi dan penguatan kelembagaan
pertanian menjadi suatu keharusan yang mendesak untuk
mendukung SUP di KTI. Potensi pertanian yang besar harus
dikelola secara efektif dan berkelanjutan. Kompleksitas dan
permasalahan terkait dengan SUP di KTI menuntut pendekatan
terpadu dan berkelanjutan.

Dalam perumusan kebijakan pengembangan alih teknologi
dan penguatan kelembagaan pertanian, perlu diperhatikan
beberapa hal kunci. Pertama, perlunya pembentukan bridging
institution atau lembaga penghubung menjadi makin relevan
untuk mengatasi disrupsi dalam alur penyampaian teknologi yang
selama ini dikelola oleh Kementerian Pertanian. Kedua, perlu
memperkuat kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia
dalam pertanian guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas
implementasi teknologi dan inovasi. Ketiga, pentingnya
meningkatkan akses terhadap informasi dan teknologi, serta
mendorong inovasi sebagai bagian dari strategi pembangunan
pertanian.

Selanjutnya, pembangunan sistem penyuluhan dan
pendampingan teknologi yang efektif menjadi keharusan.
Pendekatan ini dapat memberikan dukungan yang diperlukan
petani pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam
mengadopsi teknologi dan inovasi baru. Selain itu, kebijakan
dan regulasi pendukung juga harus diperkuat untuk menciptakan




lingkungan yang kondusif bagi pengembangan alih teknologi
dan inovasi pertanian.

Dalam implementasi kebijakan pengembangan alih
teknologi dan kelembagaan pertanian, langkah-langkah konkret
seperti identifikasi kebutuhan, riset dan pengembangan, serta
pelatihan dan edukasi menjadi sangat penting. Melalui upaya
ini, diharapkan akan tercapai peningkatan adopsi teknologi
dan kelembagaan pertanian yang berkelanjutan dan berdampak
positif bagi ketahanan pangan di KTI.

Dengan mempertimbangkan arah, sasaran, dan strategi
pengembangan sistem alih teknologi dan kelembagaan
pertanian di KTI, dirumuskan rencana yang komprehensif dan
berkelanjutan. Rencana ini disusun secara terstruktur dengan
baik dan mampu menjawab berbagai kebutuhan dan konteks
yang ada di KTL

Langkah pertama, menentukan indikator keberhasilan
yang terukur dan realistis mencerminkan tujuan utama
pengembangan sistem alih teknologi dan kelembagaan
pertanian, yaitu meningkatkan kemandirian KTI dalam mencapai
ketahanan pangan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh
masyarakatnya.

Langkah kedua, merumuskan strategi yang tepat dan terarah
dengan mempertimbangkan potensi dan peluang yang ada di
KTI, serta mengatasi tantangan dan hambatan yang dihadapi.

Langkah ketiga, melakukan implementasi yang efektif
dan efisien dengan melibatkan semua pemangku kepentingan,




termasuk pemerintah, kelembagaan petani, akademisi, lembaga
swadaya masyarakat, dan sektor swasta.

Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat dari semua
pihak, KTI dapat menjadi kawasan yang mandiri dan tangguh
dalam mencapai SUP yang berkelanjutan dan inklusif. Rencana
yang komprehensif dan berkelanjutan ini akan menjadi landasan
penting untuk mewujudkan cita-cita tersebut.
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VII. PENUTUP

Reformulasi kebijakan  pengembangan alih teknologi dan
kelembagaan pertanian di KTI merupakan langkah krusial dan
mendesak untuk mendukung SUP, seiring dengan terjadinya
dinamika perubahan lingkungan strategis baik dalam hal
pengembangan alih teknologi (hilirisasi), maupun kelembagaan
pertanian.

Beberapa langkah strategis yang segera perlu diambil dalam
konteks penguatan kelembagaan pertanian dan alih teknologi di
Kawasan Timur Indonesia (KTI) mencakup tiga aspek utama
yang mendasar dan saling terkait.

1) Penguatan Peran BSIP sebagai Lembaga Penghubung
(Bridging Institution)

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) memiliki
peran kunci dalam menjembatani berbagai aktor di
sektor pertanian. Sebagai lembaga penghubung, BSIP
harus diposisikan sebagai penggerak kolaborasi antara
Kementerian Pertanian dengan lembaga penelitian seperti
BRIN, perguruan tinggi, sektor swasta, serta institusi lain
yang berfokus pada penelitian dan pengembangan teknologi
pertanian. Penguatan BSIP sebagai jembatan ini penting
untuk memastikan bahwa pengembangan dan diseminasi
teknologi dilakukan secara berkelanjutan, serta mampu




2)

3)

menjawab kebutuhan masyarakat tani di KTI yang sering
kali terisolasi dari akses teknologi.

Mendorong Terwujudnya Kelembagaan Petani melalui
Keterlibatan Kelembagaan Lokal (Adat) dalam Korporasi
Petani

Pembentukan kelembagaan petani yang kuat tidak dapat
dilepaskan dari peran kelembagaan lokal, termasuk adat,
yang memiliki akar kuat dalam struktur sosial masyarakat
KTI. Mengintegrasikan kelembagaan lokal ke dalam
wadah Korporasi Petani adalah langkah penting untuk
meningkatkan akses petani terhadap teknologi, modal,
dan pasar. Dalam konteks ini, Korporasi Petani dapat
menjadi sarana yang memungkinkan petani kecil mengatasi
berbagai keterbatasan yang selama ini mereka hadapi,
seperti minimnya akses terhadap informasi teknologi dan
terbatasnya sarana permodalan. Selain itu, dengan inisiasi
rantai pasok yang terintegrasi dan melibatkan simpul-
simpul agribisnis, petani dapat lebih mudah terhubung
dengan pasar, baik di dalam negeri maupun internasional,
serta memiliki daya tawar yang lebih kuat.

Mendorong Kolaborasi Multipihak untuk Menciptakan
Ekosistem Agribisnis Berkelanjutan

Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan,
termasuk petani, pelaku usaha, peneliti, penyuluh pertanian,
dan pemerintah daerah, sangat penting untuk menciptakan
ekosistem agribisnis yang berkelanjutan. Petani harus
dilihat sebagai pelaku utama dalam ekosistem ini, sementara




peran penyuluh, peneliti, dan pelaku usaha adalah sebagai
pendukung yang membantu mempercepat proses adopsi
teknologi dan inovasi.

Gagasan reformulasi strategi pengembangan alih teknologi
dan kelembagaan pertanian ini diharapkan dapat menjadi
landasan penting dalam memperbaiki dan mempercepat
kinerja Sistem Usaha Pertanian (SUP) di KTI. Dalam
jangka panjang, peningkatan kinerja SUP di KTI tidak
hanya berpotensi memperkuat ekonomi regional, tetapi juga
memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan
ekonomi nasional. Peran KTI sebagai salah satu sentra
pertanian yang beragam, baik dari segi komoditas maupun
potensi sumber daya alam, harus dioptimalkan melalui
kerangka kebijakan yang mendukung alih teknologi,
inovasi kelembagaan, serta peningkatan akses pasar yang
berkelanjutan.
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khususnya, menghadapi tantangan kompleks seperti perubahan iklim,
keterbatasan teknologi, dan kelembagaan yang belum optimal. Oleh
karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif dan strategis untuk
mempercepat alih teknologi serta penguatan kelembagaan.

Dalam orasi ini, reformulasi kebijakan diharapkan dapat
meningkatkan daya saing dan produktivitas pertanian melalui kolaborasi
antara petani, pemerintah, dan lembaga penelitian. Dengan arah dan
strategi yang tepat, reformulasi kebijakan ini juga diharapkan mampu
mewujudkan sistem usaha pertanian yang berkelanjutan dan tangguh,
menjawab tantangan global dan lokal yang makin dinamis.
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